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BAB 1
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat
menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut.
A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor
79/Pid.B/2022/PN Pya juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang
memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal
197 ayat(1) huruf F KUHAP dan melalui kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-
Undang No.48 Tahun 2009 serta juga sesuai dengan konsep teori pembuktian dan teori
pemidanaan.

2. Penerapan alat bukti petunjuk Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
dalam Putusan perkara Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pya sudah terpenuhi karena
penerapan pidana materiil tersebut mengacu pada unsur Tindak Pidana Pencurian
dengan pemberatan atau Berkualifikasi, apabila diuraikan maka unsur-unsur dalam
Pasal 363 adalah Unsur barang siapa, Unsur mengambil barang, Unsur yang seluruhnya
atau sebahagian kepunyaan orang lain, Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu
tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur yang dilakukan dua

orang atau lebih.



69

B. Saran

1. Agar penegak hukum memberikan hukuman yang layak dan tegas dalam memberikan
hukuman bagi pelakunya, agar pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang
memberatkan dapat diatasi. Serta untuk aparat peradilan seperti Kepolisian, Kejaksaan
dan Hakim juga menggunakan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berkeadilan
sehingga persoalan tersebut berorientasi bukan terhadap banyaknya kasus yang
diselesaikan akan tetapi juga bagaimana kasus tersebut dapat berkurang bahkan sebelum
masuk kedalam ruang lingkup Pengadilan.

2. Tindak pidana pencurian yang sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya
Kabupaten Lombok Tengah, agar para masyarakat untuk lebih berwaspada dengan
posisi letak barang berharga mereka yang memicu pencurian dan penjagaan harus selalu
siaga dari setiap tempatnya. Dikarenakan sering sekali tindak pidana pencurian terjadi
karena lalainya pengamanan di sekitar dan seringnya masyarakat menengah ke atas
tersebut menaruh barang berharga mereka di tempat yang mudah dipicu pelaku untuk
melakukan kejahatan, oleh karna itu agar masyarakat menaruh barang berharganya di

tempat yang tidak terlihat seseoran
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